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2.1.Review Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam pembuatan penelitian ini membutuhkan beberefezensi yang
bersumber dari review penelitian terdahulu yanditiedari tiga skripsi dan lima
jurnal (dua jurnal berbahasa inggris dan tiga jubesabahasa indonesia).

Adapun beberapa peneltian-penelitian yang agalpaetangan yang akan

diteliti oleh peneliti, diantaranya adalah :

Penelitian berupa skripsi oleh Silvia Agustina d&iE Universitas Negeri
Padang dengan judtiPengaruh Profitabilitas dan PengungkapanCorporate
Social Responsibilityferhadap Nilai Perusahaan” pada tahun 2012. Penelitian
ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tegtél) Pengaruh Profitabilitas
terhadap Nilai Perusahaan (2) Pengaruh Pengungk&paporate Social
Responsibilityerhadap Nilai Perusahaan.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kausaifopulasi penelitian
adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terddift®ursa Efek Indonesia
pada tahun 2007-2010 berjumlah 158 perusahaan.ikT pemgambilan sampel
adalah purposive samplingSampel penelitian ini berjumlah 25 perusahaan.
Analisis data dengan regresi berganda.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Praffilitas berpengaruh
signifikan positif terhadap nilai perusahaan dentiagkat signifikansi 0,048 <
0,05 dan koefesien beta positif (+) sehingga Herilita. (2) Pengungkapan
corporate social responsibilitherpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan
dengan tingkat signifikansi 0,042 < 0,05 dan kaefedeta positif (+) sehingga
H2 diterima.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Siheagadn penelitian
yang dilakukan peneliti, yaitu terletak pada vaeiakariabel yang akan diteliti

yaitu Proporsi Komisaris Independen dan Profitedsli sebagai variabel



independen, dan CSRD sebagai variabel dependemrlitken yang dilakukan
Silvia untuk Perusahaan Manufaktur, Sedangkan yhlagukan peneliti adalah

untuk Perusahaan Pertambangan Batu Bara.

Penelitian yang dilakukan oleh Jati Satrio dariESTidonesia tahun 2012,
Skripsi dengan judul“Pengaruh Good Corporate Governancelerhadap
Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdftar Di BEI.”
Metode analisis yang digunakan oleh Jati adalahodeetkuantitatif dengan
pengujian asumsi klasik serta analisis statistiialjais regresi linear berganda).
Metode pengambilan sampel dengan purposive sampling

Penelitian ini melibatkan sampel sebanyak 33 péamadengan variabel
independent yang terdiri dari kepemilikan saham ajearal, proporsi dewan
komisaris independent dan audit eksternal sertahlarsize yang diukur dengan
total aset perusahaan, sedangkan variabel depemgieatialah manajemen laba.

Hasil penelitian ini adalah keempat variabel incejg: (kepemilikan
manajerial, proporsi dewan komisaris, dan komitditatsecara bersama-sama

berpengaruh terhadap manajemen laba dengan lgmflksin dibawah 0,05.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan JaticS@&ngan penelitian
yang dilakukan peneliti, yaitu terletak pada vaelaariabel yang akan diteliti
dimana peneliti lebih memfokuskarGood Corporate Governanceyang
diproksikan ke Proporsi Komisaris Independen, selai variabel independen
lainnya yaitu Profitabilitas, dan CSRD sebagaiataei dependen. Penelitian yang
dilakukan Jati untuk Perusahaan Manufaktur, Sedangkng dilakukan peneliti

adalah untuk Perusahaan Pertambangan Batu Bara.

Penelitian yang dilakukan oleh Apik Marutama Pdari STIE Indonesia
(tahun 2012), Skripsi dengan judtPengaruh Good Corporate Governance
Terhadap PengungkapanCorporate Social Responsibilittada Perusahaan
Pertambangan Yang Terdaftar di BElI Periode 2008-201". Penelitian ini
melibatkan 9 perusahaan pertambangan sebagai savigtelde penelitian yang

digunakan adalah uji asumsi klasik dan analisisesgdperganda.



Hasil dari penelitian yang dilakukan Apik menurfak bahwa Proporsi
Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, dan Datb Rdak berpengaruh
signifikan secara parsial terhadap pengungkapan. GeRara simultan Ukuran
Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Rapat isans, Ukuran Perusahaan,
dan Debt Ratio berpengaruh signifikan terhadap ypegkapan CSR. Hasil regresi
menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square diipdradebesar 0,487. Hal ini
menunjukkan variabel independen memberikan hamgrnua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependensseé8,7%.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Apikgd@ penelitian
yang dilakukan peneliti, yaitu terletak pada vaelaariabel yang akan diteliti
dimana peneliti lebih memfokuskarGood Corporate Governanceyang
diproksikan ke Proporsi Komisaris Independen saalain itu variabel
independen lainnya yaitu Profitabilitas, dan CSRDagai variabel dependen.

Selain review penelitian terdahulu yang bersumiaeir skripsi, berikut ini

adalah beberapa review penelitian terdahulu yargub#er dari jurnal-jurnal :

Jurnal pertama ditulis oleh Reny Dyah Retno M. Damies Priantinah
M.Si., Ak. Pada tahun 2012 dengan judt®engaruh Good Corporate
Governancedan PengungkapanCorporate Social Responsibilityrerhadap
Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yan Terdaftar Di BEI
Periode 2007-2010).” Penelitian ini untuk mengetahui 1) Pengar@CG
Terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel korioé dan Leverage pada
perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007 Z)1Rengaruh Pengungkapan
CSR Terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel kor8ipé Jenis industri,
Profitabilitas, darLeveragepada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-
2010 3) PengaruGCG Dan Pengungkapa@SRTerhadap Nilai Perusahaan pada
perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010.

Teknik pengambilan sampel menggunakan mefaggosive sampling
Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, gtistaka, dan literatur.
Teknik analisis data meliputi 1) Statistik deskfip?) Uji Asumsi Klasik:
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Normalitas, Multikolinearitas, Autokorelasi dan Heiskedastisitas 3) Pengujian
Fit and Goodnessa) Koefisien Determinasi b) Uji Statistik F c)il$tatistik t 4)
Pengujian Hipotesis metode regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan §QCG berpengaruh positif terhadap Nilai
Perusahaan dengan variabel kontsate dan Leveragepada perusahaan yang
terdaftar di BEI periode 2007-2010 2) Pengungka@&R berpengaruh positif
dan tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan dengriabel kontroSize Jenis
industri, Profitabilitas, dan_everagepada perusahaan yang terdaftar di BEI
periode 2007-2010 3pCGdan PengungkapadSRberpengaruh positif terhadap
Nilai Perusahaan pada perusahaan yang terdafigiIgperiode 2007-2010.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Reny [Danies dengan
penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu terlefzdda variabel-variabel yang akan
diteliti dimana peneliti lebih memfokuskaBood Corporate Governancgang
diproksikan ke Proporsi Komisaris Independen, gelai variabel independen
lainnya yaitu Profitabilitas, dan CSRD sebagai alael dependen. Sedangkan
Reny dan Denies menelitsood Corporate Governancean Pengungkapan
Corporate Social Responsibilitysebagai variabel independen, dan Nilai
Perusahaan sebagai variabel dependen. Selain itiod@epenelitian yang
dilakukan Reny dan Denies adalah 2007-2010, sedangkng dilakukan peneliti
adalah periode 2008-2012.

Jurnal kedua yaitu penelitian yang dilakukan olelge®na Bagus Susanto
dan Imam Subekti pada tahun 2012 dengan jtidehgaruh Corporate Social
Responsibilitydan Good Corporate Governanc&erhadap Nilai Perusahaan
(Pada Perusahaan yang Terdaftar Di BEI). Penelitian ini bertujuan untuk
menguji faktor-faktor kunci yang mempengaruhi nilperusahaan pada
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini menguji faktor-faktor seperti CSRdépendensi Komisaris,
komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepenattikinstitusional sedangkan
variabel dependen penelitian ini adalah nilai pginasn. Sampel dari penelitian

ini terdiri dari semua perusahaan yang terdaftaButisa Efek Indonesia. Data
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digunakan dalam penelitian ini adalah data sekuddegan pemilihan sampel
menggunakan metode stratified sampling. Alat aisalysng digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis regresi logistik glem tingkat signifikansi 5%.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan variabel lsams independen,
dan manajerial kepemilikan berpengaruh signifikarhadap nilai perusahaan.
Tapi tidak menemukan bahwa audit comitee, CSR kégemilikan institusional

mempengaruhi nilai perusahaan.

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukanyRlan Denies
dengan Priyatna Bagus Susanto dan Imam Subekti yaiiabel-variabel yang
diteliti yaitu berupa Good Corporate GovernanceCSR sebagai variabel
independen, dan Nilai Perusahaan sebagai varisgnden. Namun adapun
perbedaan di antara kedua penelitian ini yaitietakl pada teknik pengambilan
sampel, metode analisis, dan hasil penelitian.

Sedangkan perbedaan dengan dengan penelitian yakgkdn peneliti
yaitu terletak pada variabel-variabel yang akarelitiitdimana peneliti lebih
memfokuskan Good Corporate Governancgang diproksikan ke Proporsi
Komisaris Independen, selain itu variabel indepandanya yaitu Profitabilitas,
dan CSRD sebagai variabel dependen. Selain itlbbedaan yang terletak pada
teknik pengambilan sampel dan metode analisis dRg¢meliti menggunakan
metode purposive samplingdengan metode analisis data meliputi Statistik

deskriptif dan Uji Hipotesis.

Jurnal ketiga dengan judulCbrporate Governancddan Profitabilitas,
Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan CSR Perusahaaditulis oleh Ahmad
Nurkhin dari Fakultas Ekonomi, Universitas Negeentrang Indonesia. Jurnal
ini dipublikasikan pada Maret 2010 dalam Jurnalddaka Akuntansi.

Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan-pbaasa yang tercatat
pada BEI pada tahun 2007. Sampel yang digunakaB@dampel dengan metode
purposive samplinglan analisis linear regresi berganda. Hasilnya mekkan
bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antararkédgkan institusional dan

pengungkapan CSR. Tetapi, hasil Adjusted R Squaeaumukkan adanya
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pengaruh secara simultan antardependent commissioner board, profitability,
terhadap pengungkapan CSR yaitu sebesar 30,7%.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan AhmadkiNo dengan
penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletaddp variabel-variabel yang akan
diteliti dimana peneliti lebih memfokuskaBood Corporate Governancgang
diproksikan ke Proporsi Komisaris Independen, geli variabel independen
lainnya yaitu Profitabilitas, dan CSRD sebagai ataei dependen. Dan perbedaan
yang terletak pada sampel, dimana sampel yang ullidéek oleh peneliti
difokuskan pada perusahaan pertambangan batu dagatgrcatat di BEI dengan
periode 2008-2012.

Jurnal keempat adalah jurnal berbahasa Inggris yengsal dari Jurnal
Telaah dan Riset Akuntansi. Penelitian yang dilaku&leh Riha Dedi Priantana
dan Ade Yustian dari Fakultas Ekonomi Universitdgiah Kuala yang
dipublikasikan Januari 2011. Jurnal dengan jutitffect of Good Corporate
Governance Structure on Corporate Social Resporigyi Disclosure in
Financial Companies Listed on the Stock Exchange ridd 2007-2008".
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakarktpldrposive sampling,
perusahaan yang memenuhi kriteria yang diungkagkém laporan tahunan dan
struktur CSR GCG selama tahun pengamatan dalamralap&euangan.
Pengumpulan data dilakukan dengan mencari lap@amnan perusahaan yang
dipilih menjadi sampel. Jenis data yang digunakdaladn data sekunder. Data
yang digunakan adalah laporan tahunan untuk tal®0@-2008 yang diperoleh
dari Indonesian Capital Market (ICMD) dan Pusat dRefisi Pasar Modal
(PRPM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel indeleenmenunjukkan
kepemilikan manajerial secara partial berpengargatif terhadap pengungkapan
CSR dengan tingkat signifikansi 0,008. Kepemilikanstitusional tidak
berpengaruh signifikan pengungkapan CSR. Komite itAtidak berdampak
signifikan pengungkapan CSR. Ukuran dewan komisaamiliki pengaruh yang

signifikan terhadap pengungkapan CSR dengan tingkauifikansi 0,000.
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Susunan dewan komisaris memiliki pengaruh yang ifdign terhadap

pengungkapan CSR dengan tingkat signifikansi 0,0#4&asil penelitian

menunjukkan hanya variabel kepemilikan manajekamite audit, ukuran dan
komposisi dewan komisaris yang memiliki pengarulngyaignifikan terhadap
pengungkapan CSR, sedangkan kepemilikan instititibaiak berpengaruh pada
tingkat pengungkapan CSR signifikansi 0.252.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleha Riledi Priantana
dan Ade Yustian dengan penelitian yang dilakukamepig, yaitu terletak pada
variabel-variabel yang akan diteliti dimana pemdbbih memfokuskanGood
Corporate Governanceyang diproksikan ke Proporsi Komisaris Independen,
selain itu variabel independen lainnya yaitu Patilitas, dan CSRD sebagai
variabel dependen. Dan perbedaan yang terletak plajg& penelitian, dimana
sampel yang dilakukan oleh peneliti difokuskan ppdausahaan pertambangan
batu bara yang tercatat di BEl dengan periode 2002

Jurnal keenam adalah jurnal berbahasa Inggris Yyeengsal dari Jurnal
Telaah dan Riset Akuntansi. Penelitian yang dilakukleh Evi Mutia, Zuraida,
dan Devi Andriani dari Fakultas Ekonomi Universit&yiah Kuala yang
dipublikasikan Juli 2011. Jurnal dengan judlgffect of Company Size,
Profitability, and the size of the Board of Commiseers on Corporate Social
Responsibility Disclosure in Manufacturing ComparseListed on the Stock
Exchange Period 2006-2008".

Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ukuran peraaah profitabilitas
dan ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh sikaif terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.UKRyan perusahaan
memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapanggung jawab sosial
perusahaan. (3) Profitabilitas belum memberikangparh yang signifikan
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial peasali4) ukuran dewan
komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap gpamgkapan tanggung jawab

sosial perusahaan.



14

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan olehMiwia, Zuraida, dan
Devi Andriani dengan penelitian yang dilakukan piéngaitu terletak pada
variabel-variabel yang akan diteliti yaitu Propoksimisaris Independen, selain
itu variabel independen lainnya yaitu Profitabgitslan CSRD sebagai variabel
dependen. Dan perbedaan yang terletak pada objeNitme, dimana sampel
yang dilakukan oleh peneliti difokuskan pada penasa pertambangan batu bara
yang tercatat di BEI dengan periode 2008-2012.

2.2.Landasan Teori

2.2.1. Proporsi Komisaris Independen sebagai bagiamari Good
Corporate Governance

Teori — Teori Terkait

Dua teori utama yang terkait dengaworporate governanceadalah
stewardship theorydan agency theory.Stewardship theoryibangun di atas
asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni balmemusia pada hakekatnya
dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh dagggawab memiliki,
integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. den kata lain,stewardship
theory memandang manajemen sebadmpatdipercaya untuk bertindak dengan
sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umummgaipunshareholders
pada khususnya. (Sutojo, 2005:7)

Sementara ituagency theoryang dikembangkan oleh Michael Johnson,
seorang professor dari Harvard, memandang bahwaajemen perusahaan
sebagai ‘agents’ bagi para pemegang saham, akdamdadr dengan penuh
kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan selmbgak yang arif dan
bijaksana serta adil terhadap pemegang saham selaagadiasumsikan dalam
stewardship modelBertentangan dengastewardship theory, agency theory
memandang bahwa manajemitak dapatdipercaya untuk bertindak dengan
sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umummgaipunshareholders
pada khususnya.

Dalam perkembangan selanjutng@ency theorynendapat respons lebih

luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyatmarg ada. Berbagai
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pemikiran mengenatorporate governancéerkembang dengan bertumpu pada
agency theorydi mana pengelolaan perusahaan harus diawasi @&anddlikan
untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan depgauoh kepatuhan kepada
berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Perspektif keagenan merupakan dasar yang digunakiatk memahami
corporate governancelnti dari hubungan keagenan adalah adanya pearisah
status antara pemilik dan pengelola perusahaanmmbeikan suatu masalah yang
biasa disebuagency problenterjadi antara pemilik perusahaan athareholders
di satu sisi dengan manajemen selaku pengelolaidas. (Sutedi, 2011:21)

Dalam konsepagency theory manajemen sebagai agen semestinya
menjunjung tinggi kepentinganshareholders akan tetapi tidak tertutup
kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentiygasendiri untuk
memaksimalkan utilitas. Manajemen bisa melakukaakan-tindakan yang
tidak menguntungkan perusahaan seperti penyalahgun&ewenangan,
penggelapan sumber daya yang secara keseluruham ¢mdgka panjang dapat
merugikan kepentingan perusahaan. Perbedaan kegemtantara pemilik dan
pengelola inilah yang disebwgency problem (Jensen dan Mecklidglam
Sutedi, 2011:24).

Jensen dan Meckling menjelaskan bahwa konflik keageyang terjadi
antaraprincipal dan agent menyebabkan adanyagency costang terdiri dari
biaya pengawasan oleprincipal, biaya perikatan olelfagent dan kerugian
residual(residual loss)Kerugian residual ini adalah pengurangan kekayasg y
dimiliki oleh principal sebagai akibat perbedaan keputusan — keputusan yang
diambil oleh agent dan keputusan — keputusan yang akan memaksimalkan
kekayaan perusahaaprincipal. Jensen dan Meckling menyebutkan bahwa
hubungan antara pemegang saham dan manajer meambgakibaran yang utuh
menganai hubungan agensi. Hubungan agensi ini ibrtkdengan pemisahan
kepemilikan dan pengawasan dalam struktur perusahaa

Adanya perilaku dari manajer/agen untuk bertindaknyla untuk
menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankaperitingan pihak
lain/pemilik, dapat terjadi karena manajer mempungbrmasi yang lengkap

mengenai perusahaan, sedangkan informasi terselaist dimiliki oleh pemilik
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perusahaashareholders(asymetric informatio)) kondisi ini menimbulkan tata
kelola perusahaan yang kurang sehat karena tidakyadketerbukaan dari
manajemen untuk mengungkapkan hasil kinerjanyadeeemilik perusahaan
(Sutojo, 2005:10).

Berdasarkan keadaan tersebut, dibutuhkan sistemkéddla perusahaan
yang baik pada perusahaayp@d corporate governangegang bertujuan untuk
mendorong pengelolaagorporate yang terbuka danaccountable sehingga
pemegang saham mempunyai kesempatan untuk mebgkiagigai keputusan dan
dasar pengambilan keputusan tersebut, serta méegdektifan keputusan yang
telah diambil oleh manajemen.

Sistemcorporate governancgang baik akan memberikan perlindungan
yang efektif kepada para pemegang saham dan krediituk memperoleh
kembali atas investasi dengan wajar, tepat danisg=ef mungkin, serta
memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yatakudannya untuk
kepentingan perusahaan (FCGI dalam Darmawati, 243D6: Upaya ini
menimbulkan apa yang disebut sebaggncy costsjangmenurut teori ini harus
dikeluarkan sedemikian rupa sehingga biaya untukgmeangi kerugian yang
timbul karena ketidakpatuhan setara dengan peniaghkaayaenforcementya.

Agency costani mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang
saham; biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untrghasilkan laporan yang
transparan, termasuk biaya audit yang independepelagendalian internal; serta
biaya yang disebabkan karena menurunnya nilai kiéigam pemegang saham
sebagai bentulbonding expendituresyang diberikan kepada manajemen dalam
bentuk opsi dan berbagai manfaat untuk tujuan margskan kepentingan

manajemen dengan pemegang saham.

(Muh.Arief Effendi, 2009:1-2) Pengertian Corporate Governance
menurut Turnbull Report di Inggris (April 1990) yardikutip oleh Tsuguoki
Fujinuma adalah sebagai berikut :

“Corporate Governance is a company’s system ofrivgkecontrol, which
has as its principal aim the management of riskd #re significant to fulfilment
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of its business objectives, with a view to safedung the company’s assets and
enchancing over time the value of the shareholdevestment”.

Berdasarkan pengertian di atas, corporate goveenaidefinisikan
sebagai suatu sistem pengendalian internal perasajiang memiliki tujuan
utama mengelola risiko yang signifikan guna memetujban bisnisnya melalui
pengamanan aset perusahaan dan meningkatkannwégstasi pemegang saham
dalam jangka panjang.

Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan good corpergovernance
(GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kdidatah yang wajib
dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sung@usahaan untuk
berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilanefi jangka panjang yang
berkesinambungan bagi para pemegang saham mauyanalaat sekitar secara
keseluruhan.

Lembaga corporate governance di Malaysia, yaitarkse Committee on
Corporate Governance (FCCG), mendefinisikan cotpogovernance sebagai
proses dan struktur yang digunakan untuk mengamakleam mengelola bisnis
serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatanurpleahan bisnis dan
akuntabilitas perusahaan.

Pasal 1 Surat Keputusan Menteri BUMN NO.117/M-MBW2 Tanggal
31 Juli 2002 tentang Penerapan GCG pada BUMN mekgmatbahwa corporate
governance adalah suatu proses dan struktur ygjugakan oleh organ BUMN
untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuinésbiperusahaan guna
mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjdengan tetap
memerhatikan pemangku kepentingan (stakeholdemnyai berlandaskan

peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, GCGasauagkat dapat
diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengdaur mengendalikan
perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagigereangku kepentingan. Hal
ini disebabkan karena GCG dapat mendorong terbeyduBola kerja manajemen
yang Bersih, Transparan, dan Profesional (Moelja2@06:13). Implementasi

prinsip-prinsip GCG secara konsisten di perusalakam menarik para investor,
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baik domestik maupun asing. Hal ini sangat pentiagi perusahaan yang akan
mengembangkan usahanya, seperti melakukan inveséasi maupun proyek

ekspansi.

Prinsip-prinsip good corporate governanceemegang peranan penting,
antara lain pemenuhan informasi penting yang benkaidengan kinerja
perusahaan sebagai bahan pertimbangan bagi paegaegisaham atau calon
investor untuk menanamkan modalnya, perlindungarnatep kedudukan
pemegang saham dari penyalahgunaan wewenang dapugenyang dapat
dilakukan oleh direksi atau komisaris perusahaaga jsebagai perwujudan
tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi dan raekgi setiap aturan yang
ditentukan oleh peraturan perundangundangan diraeggalnya atau tempatnya
berdomisili secara konsisten, termasuk peraturabiadtng lingkungan hidup,
persaingan usaha, ketenagakerjaan, perpajakanndoerdan konsumen dan
sebagainya. Prinsip-prinsip Good Corporate Govermasesuai pasal 3 Surat
Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggdl 3uli 2002 tentang
penerapan Good Corporate Governance pada BUMN aebagkut (Muh. Arif
Effendi, 2009: 4-5) :

A.TransparangiTransparancy)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambépntusan dan
pengungkapan informasi materil yang relevan menggeausahan. Untuk
menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, sgrtaan harus menyediakan
informasi yang material dan relevan dengan carag yanudah diakses dan
dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaars ragngambil inisiatif
untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang @itgar oleh peraturan
perundang-undangan, tetapi juga hal yang pentingkumengambil keputusan
oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepantiainnya.

B. Pengungkapan (disclosure)

Penyajian informasi kepada para pemangku kepemtjnigaik diminta

maupun tidak diminta, mengenai hal-hal yang ber&enalengan kinerja

operasional, keuangan, dan risiko usaha perusahaan.
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C. Independengindependency)

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secafesipral tanppa
konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan piaiak maupun yang tidak
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlakprosip-prinsip korporasi
yang sehat. Untuk melancarkan asas GCG, perusdimas dikelola secara
independen sehingga masing-masing organ perusaka&nsaling mendominasi

dan tidak dapatiintervensioleh pihak lain.

D. Akuntabilitas(accountability)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan serta pertanggunig@awananajemen
perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan tedalsscara efektif dan
ekonomis. Perusahaan harus dapat mempertanggubg@w&inerjanya secara
transparan dan wajar. Untuk itu dan perusahaanshdikelola secara benar,
terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaangarde tetap
memperhitungkan kepentingan pemegang saham dampgkmkepentingan lain.
Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukatuki mencapai kinerja yang

berkesinambunganan.

E. ResponsibilitagResponsibility)

Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap parapgeundang-
undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korposasig sehat. Perusahaan
harus mematuhi peraturan perundang-undangan sextaksanakan tanggung
jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehinggpatd terpelihara
kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan nangdapgakuan sebagai

good corporate citizen.

F. Kesetaraan dan Kewajar@rairness)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-haknugm&epentingan
yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan foeaa perundang-undangan
yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya, geaas harus senantiasa
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memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pkemiegentingan lainnya
berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Adapun Manfaat Good Corporate Governance(Sutojo, 2005:22)
menjelaskan manfaat-manfaat dari peneragaod corporate governanagalam
suatu perusahaan yaitu:

1. Mengurangiagency costbiaya yang timbul karena penyalahgunaan

wewenangWrong doing, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul

untuk mencegah terjadinya suatu masalah.

2. Meningkatkan nilai saham perusahaan, sehinggatdaeningkatkan

citra perusahaan dimata publik dalam jangka wakhgyama.

3. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.

4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dawpengurus atau

manajemen puncak dan manajemen perusahaan, sekalgnuingkatkan

mutu hubungan manajemen puncak dengan manajemien gerusahaan

Namun manfaat yang optimal dayood corporate governandei tidak
sama dari suatu perusahaan dengan perusahaanamangdal ini dikarenakan
adanya perbedaan faktor-faktor intern perusahaarmasuk riwayat hidup
perusahaan, jenis usaha, jenis risiko, struktumpdalan dan manajemennya.
Manfaat GCG ini bukan hanya untuk saat ini, tejaga dalam jangka panjang
dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangerusahaan sekaligus
pilar pemenang era persaingan global. Akan tekaglierhasilan penerapan GCG
juga memiliki prasyarat tersendiri. Di sini, adaadéaktor yang memegang

peranan, yaitu faktor eksternal dan internal. (Iyooed, 2006:17)

Faktor Eksternal dan Internal menurut Moeljono, &Q03), sebagai
berikut :

Faktor Eksternal, yang dimakud faktor eksternal adalah beberapimifak
yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mngapdi keberhasilan
penerapan GCG. Di antaranya:
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a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mamenjamin

berlakunya supremasi hukum yang konsisten daniefekt

b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publikimbkga

pemerintahaan yang diharapkan dapat pula melaksandkood

Governance dan Clean Government menujood Government
Governanceyang sebenarnya.

c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tbpat practicesyang

dapat menjadi standard pelaksanaan GCG yang efidtif profesional.
Dengan kata lain, semacdranchmarl(acuan).

d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang miemay penerapan GCG
di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem difiarapkan timbul
partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakatkuntendukung aplikasi
serta sosialisasi GCG secara sukarela.

e. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagasyaeat keberhasilan
implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adagynangat anti
korupsi yang berkembang di lingkungan publik di enagperusahaan
beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas igdwath dan perluasan
peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa pexbalingkungan

publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor pbagsa dalam

implementasi GCG.

Faktor Internal

Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasipelaksanaan
praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaaner8gh faktor dimaksud
antara lain:

a. Terdapatnya budaya perusahaampprate cultur¢ yang mendukung

penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerjmjenaen di

perusahaan.

b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikkarar perusahaan

mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.

c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan jligasarkan pada

kaidah-kaidah standar GCG.
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d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yasigi€tlalam perusahaan
untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkam terjadi.

e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untosdmpu memahami
setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusabhaigga kalangan
publik dapat memahami dan mengikuti setiap deramgkiah
perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktakt.

Di luar dua faktor di atas, aspek lain yang palisigategis dalam
mendukung penerapan GCG secara efektif sangantargapada kualitaskill,
kredibilitas, dan integritas berbagai pihak yanghggerakkan organ perusahaan.
Jika berbagai prinsip dan aspek penting GCG dilanggatu perusahaan, maka
sudah dapat dipastikan perusahaan tersebut tidak alampu bertahan lama
dalam persaingan bisnis global dewasa ini, meskugadaan itu memiliki
lingkungan kondusif bagi pertumbuhan bisnisnya,egepyang dialami oleh
raksasa bisnis Enron Inc. di AS beberapa waktu. [&@Muh.Arif Effendi,
2009:113).

Dalam kasus Enron ini, sistem kontrol berlapisdarnyata tak bisa
mencegah sekelompok pimpinan yang memuaskan ketamgk untuk
kepentingan sendiri. Eksekutif Enron Inc. yang setraya berkewajiban moral
memberikan data keuangan yang jujur - sebagaima@riisan perusahaan
publik, ternyata tidak melakukan tugas itu. Begitlia, independent auditor yang
semestinya tidak hanya memastikan bahwa laporaankgum sebuah perusahaan
sesuai aturan dan standar akuntansi, tetapi jugabereinvestor maupun kreditor
gambaran yang fair serta akurat tentang apa yabegnaenya terjadi, ternyata
gagal menjalankan perannya. Perusahaan Akuntan selsaiber Andersen gagal

melakukannya.

Unsur Good Corporate Governance
(Sutedi, 2011:30) Adapun ketujuh unsur-unsur danlaGCG, yaitu :
1. Shareholders
Kerangka yang dibangun dalam corporate governarar@shmampu

melindungi hak-hak pemegang saham.
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2. Board of commissioners
Komisaris memiliki tanggung jawab dan wewenang kintoelakukan
supervise atas semua kebijakan dan tindakan yaakuian oleh Direksi
serta memberikan pertimbangan-pertimbangan jikatditkan.

3. Board of managing directors
Direksi harus tersiri dari orang-orang yang berkemabaik dan memiliki
pengalaman mengendalikan perusahaan. Direksi haersgendalikan
perusahaan sesuai tujuan perusahaan dan pemegang sa

4. Audit system
Khusus untuk perusahaan yang sudagb-public dibutuhkan suatu
pemeriksaan yang professional dan independen ataykuan yang telah
dilakukan.

5. Corporate secretary
Tugas utamanya adalah sebagai pihak yang menjeladsaa perusahaan
dengan investor disamping juga sebagmanpliance officedancustodian
dokumen-dokumen penting perusahaan.

6. Stakeholders
Yang termasuk dalam kelompok ini adalah masyardikaana perusahaan
beroperasi, pegawai, pelanggan, pemasok, krediam #&elompok-
kelompok lainnya yang berpengaruh terhadap kelarggsu hidup
perusahaan.

7. Disclosure
Perusahaan berinisiatif untuk mengungkapkan tidadny& yang
diwajibkan oleh hukum tetapi juga hal-hal pentiremg berkaitan dengan
keputusan investor, pemegang saham, kreditur daegeng kepentingan

lainnya.

Good Corporate Governanadi Indonesia

(Muh.Arif Effendi, 2009:7) Konsefisood Corporate Governana@asuk
di Indonesia diperkenalkan oleh pemerintahan Insi@nedan International
Monetery FundMF dalam rangka pemulihan ekonomi. Pada AprilZomite

Nasional Indonesia untuk kebijakan Tata Kelola Banaan Qorporate
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Governance Policigsmengeluarkanrhe Indonesian Code Of Good Corporate
Governancebagi masyarakat bisnis Indonesia, dan di dalanthyaiat hal-hal
yang berkaitan dengan :
1. Pemegang saham dan hak mereka
Fungsi dewan komisaris perusahaan
Fungsi direksi perusahaan
Sistem audit
Sekretaris perusahaan
Pemangku kepentingan
Prinsip pengungkapan informasi perusahaan se@arsp@ran

Prinsip kerahasiaan

© © N o 00 b DN

Etika bisnis dan korupsi

10. Perlindungan terhadap lingkungan hidup

Pada tahun pertama, ketentuan tentang tata ketwlesghaan yang baik
(Good Corporate Governangeersebut (terutama) ditunjukkan bagi perusahaan-
perusahaan publik, BUMN, dan perusahaan-perusagiaag mempergunakan
dan publik atau ikuy serta dalam pengelolaan ddrlipSutojo dan Aldrige,
2005:37)

Mekanisme Corporate Governance

Mekanisme Corporate Governancemerupakan suatu aturan main,
prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yaeggambil keputusan
dengan pihak yang melakukan kontrol terhadap keyutersebut. Mekanisme
Corporate Governanca@liarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya
sistemgovernancalalam sebuah organisasi (Sutojo, 2005:37).

(Sutedi, 2011:2)good corporate governancCG) merupakan sistem
yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yemgiptakan nilai tambah
(value addey untuk semuastakeholder Mekanisme corporate governance
mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengeputusan yang akan
diambil oleh manajer ketika terjadi pemisahan ant&epemilikan dan

pengendalian. Corporate governanceakan diproksikan dengan variabel
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kepemilikan institusional, kepemilikan manajemeewvdn komisaris independen,
dan komite audit. Di dalam penelitian i@ood Corporate Governancakan

difokuskan pada Proporsi Komisaris Independen.

Komisaris Independen

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yanglikeismnggung
jawab dan kewenangan penuh atas pengurusan pemusakRangsi dewan
komisaris independen antara lain; melakukan penggweerhadap direksi dalam
pencapaian tujuan perusahaan dan memberhentikaksidisementara bila
diperlukan. (Baridwan, 2000:53).

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem perageiolinternal
perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitagg&asan. (Herwindayatmo,
2000:31). Komisaris independen merupakan pihak yaegipunyai tanggung
jawab untuk mendorong diterapkann@ood Corporate Governancdidalam
perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisanisdagat melakukan tugas
pengawasan dan pemberian nasihat kepada managema sefektif dan lebih
memberikan nilai tambahan bagi perusahaan. Pemanyaita didukung oleh
Muh.Arif Effendi (2009:19) yang menyatakan bahwamiksaris independen
merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsmitoring agar tercipta
perusahaan yangood Corporate Governance

Komisaris menurut Komite Nasional Good Corporate vésonance
(KNGCG) mengeluarkan pedoman tentang komisarispiedéen yang ada di
perusahaan publik. Bagian Il. 1 dari pedoman tertsetenyebutkan bahwa pada
prinsipnya, komisaris bertanggungjawab dan berwgnamtuk mengawasi
kebijakan dan tindakan direksi, serta memberikasinad kepada direksi, jika
diperlukan.

Untuk membantu komisaris dalam menjalankan tugasbgadasarkan
prosedur yang telah ditetapkan, maka seorang kasiidapat meminta nasihat
dari pihak ketiga dan/atau membentuk komite khuSesiap anggota komisaris
harus berwatak amanah dan mempunyai pengalamankeeakapan yang
diperlukan untuk menjalankan tugasnya. (Muh.Arigég&di, 2009:18)
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Komisaris dalam peraturan Bursa Efek.

Butir 1-a dari Peraturan Pencatatan Efek No. 1-ABlafisa Efek Indonesia
mengenai Ketentuan Umum Pencatatan Efek yang aerSiuitas di Bursa
mengatur tentang rasio komisaris independen. Dddatin tersebut dinyatakan
bahwa jumlah komisaris independen haruslah secesporsional sebanding
dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak yangam merupakan pemegang
saham pengendali, dengan ketentuan bahwa jumlahis&osn independen
sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggmtasaris.

Butir 2 dari peraturan tersebut mengatur mengeagsy@aratan komisaris
independen. Butir tersebut menyatakan bahwa koimisadependen dilarang
untuk memiliki hubungan terafiliasi baik dengan pgang saham pengendali,
direktur, maupun komisaris lainnya; dan untuk bgkerangkap dengan
perusahaan terafiliasi. Selain itu, komisaris ireejen diharuskan untuk
memahami peraturan perundang-undangan di bidangr pasdal.(Muh.Arief
Effendi, 2009:16)

(Sutedi, 2011:44) Tanggung jawab Dewan Komisaris Daeksi dalam
menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jaaugjlkag tercermin pada:

1. Terlaksananya dengan baik kontrol internal danajemen risiko.

2. Tercapainya imbal hagieturn) yang optimal bagi pemegang saham.

3. Terlindunginya kepentingan pemangku kepentirsgmara wajar.

4. Terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar desinambungan

manajemen di semua lini organisasi.

(Sutedi, 2011:44) Sesuai dengan visi, misi, daai-nilai perusahaan,
Dewan Komisaris dan Direksi perlu bersama-sama eyakati hal-hal tersebut
dibawabh ini:

1. Rencana jangka panjang, strategi, maupun rericayje dan anggaran

tahunan.

2. Kebijakan dalam memastikan pemenuhan peraturarungang-

undangan dan anggaran dasar perusahaan sertardalaghindari segala

bentuk benturan kepentingan.
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3. Kebijakan dan metode penilaian perusahaan,dahétm perusahaa dan
personalianya.
4. Struktur organisasi sampai satu tingkat dibawéeksi yang dapat

mendukung tercapainya visi, misi dan nilai-nilaiysahaan.

Adanya komisaris independen dalam suatu perusahdapat
menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khusustalam rangka
perlindungan terhadap pemegang saham minoritaspdek-pihak lain yang
terkait. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kanssndependen pada suatu
perusahaan dapat mempengaruhi integritas suaturalap&euangan yang
dihasilkan oleh manajemen.

Jika perusahaan memiliki komisaris independen niagaran keuangan
yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih tegnitas, karena didalam
perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan orajintbk-hak pihak-pihak

diluar manajemen perusahaan. (Sutojo, 2005:51).

Keberadaan dewan komisaris independen di Indonésitur dengan
Ketentuan Bapepam dan Peraturan Bursa Efek Indohesi 1-A tanggal 14 Juli
tahun 2004. Berdasarkan aturan tersebut, jumlahanlémmisaris independen
minimal adalah 30%. Ketentuan ini memberikan pemgaerhadap pengendalian
dan pengawasan terhadap manajemen dalam operasapaannya, diantaranya
adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaa

Aplikasi pengendalian dan pengawasan terhadap eraeajoleh komisari
independen adalah ketika manajemen tidak melakakainitas-aktivitas yang
sesuai dengan capaian yang telah ditentukan dawitaktlainnya yang dapat
memberikan dampak positif terhadap keberlangsupgansahaan di masa yang
akan datang. Aktivitas yang dimaksud adalah petaa@a dan pengungkapan
aktivitas CSR. Komisaris independen dapat melakdivitas pengawasan dan
pengendalian terhadap pengungkapan CSR.
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2.2.2. Profitabilitas

Pengertian Profitabilitas

Fransiscus (2005:2) Profitabilitas merupakan gaarbadari kinerja
manajemen dalam mengelola perusahaan. Ukuran gioitifds dapat berbagai
macam seperti : laba operasi, laba bersih, tingkagembalian investasi/aktiva,
dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik.

Fransiscus (2005:2) Profitabilitas merupakan akigydigunakan untuk
menganalisis kinerja manajemen, tingkat profitédmsli akan menggambarkan
posisi laba perusahaan. Para investor di pasar Ingad@at memperhatikan
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan matkagklaba, hal ini
merupakan daya tarik bagi investor dalam melakykahnbeli saham, oleh karena
itu manajemen harus mampu memenuhi target yany déietapkan.

Menurut Kasmir (2008:196), “ Rasio profitabilitasrapakan rasio untuk
menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keumtuhgRasio ini juga
memberikan ukuran tingkat efektifitas manajementsyserusahaan. Hal ini
ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjnatlan pendapatan investasi.
Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunmukkgkat efesiensi suatu
perusahaan.

Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Tujuan didirikannya sebuah perusahaan adalah metepelaba rofit),
maka wajar apabila profitabilitas menjadi perhatiatama para analis dan
investor. Tingkat profitabilitas yang konsisten akemampu bertahan dalam
bisnisnya dengan memperoledturn yang memadai dibanding dengan resikonya,
(Toto dalam Kasmir, 2008:197).

Manfaat rasio profitabilitas tidak terbatas hangaa pemilik usaha atau
manajemen saja, tetapi juga bagi pihak luar peasghterutama pihak — pihak
yang memiliki hubungan atau kepentingan denganspéaan

Kasmir (2008:198), menerangkan bahwa tujuan darfaatipenggunaan
rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bdglpluar perusahaan yakni :

1. untuk mengukur atau menghitung laba yang dipbargderusahaan

dalam satu periode tertentu
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2. untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sgbsta dengan tahun
sekarang

3. untuk menilai perkembangan laba dari waktu kktwa

4. untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pigagan modal sendiri
5. untuk mengukur produktivitas seluruh dana pdrasa yang digunakan
baik modal pinjaman maupun modal sendiri

6. untuk mengukur produktivitas dari seluruh darexupahaan yang

digunakan baik modal sendiri

Jenis-jenis Rasio Profitabilitas
Rasio yang termasuk rasio profitabilitas antana: lai

1. Gross Profit Margin(Margin Laba Kotor)

Gross profit margin merupakan rasio yang mengukur efisiensi
pengendalian harga pokok atau biaya produksinyagmedikasikan kemampuan
perusahaan untuk berproduksi secara efisien. K420M8:199).

Gross profit margin merupakan persentase laba kotor dibandingkan
dengan sales. Semakin beganss profit marginsemakin baik keadaan operasi
perusahaan, karena hal ini menunjukkan bahwa haogak penjualan relatif
lebih rendah dibandingkan dengan sales, demikida pabaliknya, semakin
rendah gross profit margin semakin kurang baik agieperusahaan. Kasmir
(2008:199).

Gross profit margirdihitung dengan formula:

Penjualan — Harga Pokok Penjualan

Gross Profit Margin =
Penjualan

Gross Profit Margin

2. Net Profit Margin (Margin Laba Bersih)

Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak texpguénjualan. Semakin
tinggi Net profit margin semakin baik operasi suatu perusahaan. Kasmir
(2008:200)
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Net profit margindihitung dengan rumus:
Laba Bersih Setalah Pajak

Net Profit Margin =
Penjualan
Net Profit Margin

3. Rentabilitas Ekonomi/ daya laba besar/ basic earnm power

Rentabilitas ekonomi merupakan perbandingan lablaelse pajak
terhadap total asset. Jadi rentabilitas ekonomigmneikasikan seberapa besar
kemampuan asset yang dimiliki untuk menghasilkagktt pengembalian atau
pendapatan atau dengan kata lain Rentabilitas Ekiom@nunjukkan kemampuan
total aset dalam menghasilkan laba.

Rentabilitas ekonomi  mengukur efektifitas perusahaadalam
memanfaatkan seluruh sumberdaya yang menunjukkatabibtas ekonomi
perusahaan. Kasmir (2008:201).

Rentabilitas Ekonomi dihitung dengan rumus:

Laba Bersih Sebelum Pajak

Rentabilitas Ekonomi =
Total Aktiva
Rentabilitas Ekonomi

Rentabilitas ekonomi dapat ditentukan dengan mé@gabperating profit
margin dengan asset turnover. Rendahnya Rentablikanomi tergantung dari
.Kasmir (2008:201):

e Asset Turnover
» Operating Provit Margin

Operating profit marginmerupakan perbandingan antara laba usaha dan
penjualan.Operating profit marginmerupakan rasio yang menggambarkan apa
yang biasanya disebut pure profit yang diterima atgtiap rupiah dari penjualan
yang dilakukan. (Syamsuddin dalam Kasmir, 2008:202)

Operating profit disebut murni gure) dalam pengertian bahwa jumlah
tersebutlah yang benar-benar diperoleh dari hgsdrasi perusahaan dengan

mengabaikan kewajiban- kewajiban finansial berupengh serta kewajiban
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terhadap pemerintah berupa pembayaran pajak. Apabéihakin tinggi operatig
profit margin maka akan semakin baik pula openasitsperusahaan.
Operating profit margin dihitung sebagai berikut:
Laba Bersih Sebelum Pajak

Operating Profit Margin =
Penjualan
Operating Profit Margin

4. Earning per share (EPS)

Earning per share adalah rasio yang menunjukkan berapa besar
kemampuan perlembar saham dalam menghasilkan (8pafri dalam Kasmir,
2008:203).

Earning per sharemerupakan rasio yang menggambarkan jumlah rupiah
yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasanKg2008:203). Oleh karena
itu pada umumnya manajemen perusahaan, pemegaag dasiasa dan calon
pemegang saham sangat tertarik akamning per shareEarning per share
adalah suatu indikator keberhasilan perusahaan.

Earning per sharaihitung dengan rumus:

Laba Bersih Setelah Pajak — Deviden Saham Preferen
EPS =
Tuamlah saham biasa yang beredar

Earning per share

5. Return on Investment

Return on investmemherupakan perbandingan antara laba bersih setelah
pajak dengan total aktivd&Return on investmerdadalah merupakan rasio yang
mengukur kemampuan perusahaan secara keselurubafandi menghasilkan
keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yasgde didalam perusahaan
.Kasmir (2008:204).

Semakin tinggi rasio ini semakin baik keadaan spatwsahaarRkReturn
on investmentmerupakan rasio yang menunjukkan berapa besar babsih
diperoleh perusahaan bila di ukur dari nilai akti(@yafri dalam Kasmir,
2008:204).
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Return on Investmenlihitung dengan rumus:
Laba Bersth Setelah Pajak

ROI=
Total Aktiva
Return on Investment

Atau dapat dihitung dengaROI = Net profit margin x Assets turn over

6. Return on Equity

Return on equitymerupakan perbandingan antara laba bersih sesudah
pajak dengan total ekuitaReturn on equyt merupakan suatu pengukuran dari
penghasilaniGcomég yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (bamkegang
saham biasa maupun pemegang saham preferen) atdal riygng mereka
investasikan di dalam perusahaan. (Syafri dalammta2008:205).

Return on equityadalah rasio yang memperlihatkan sejauh manakah
perusahaan mengelola modal sendidgt(worth) secara efektif, mengukur tingkat
keuntungan dari investasi yang telah dilakukan plemmodal sendiri atau
pemegang saham perusahaan. (Kasmir, 2008:205). R@#aunjukkan
rentabilitas modal sendiri atau yang sering diselvahtabilitas usaha.

Return on equitglapat dihitung dengan formula:

Laba Bersih Setelah Pajak

Return on Equity =
Ekuitas
Return on Equity

Dalam penelitian ini profitabilitas diproksikan rakli Return on equity
(ROE) sebagai ukuran profitabilitas perusahaan.ioR@s digunakan untuk
mengukur kinerja manajemen perusahaan dalam meéagualmal yang tersedia
untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakinr B&O&, semakin besar pula
tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan sehirdggaungkinan suatu
perusahaan dalam kondisi bermasalah semakin K&mihilik perusahaan lebih
tertarik pada seberapa besar kemampuan perusahaapenmoleh keuntungan
terhadap modal yang mereka tanamkan. Alasannyaaladalsio ini banyak

diamati oleh para pemegang saham serta para imdigbasar modal yang ingin



33

membeli saham perusahaan yang bersangkutan. Kandgtam rasio ini berarti
terjadi kenaikan laba bersih dan perusahaan yamgamgkutan. Selanjutnya,

kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan hahgansdan nilai perusahaan.

2.2.3. Corporate Social Responsibility Disclosu(€SRD)

Definisi Corporate Social ResponsibilitfCSR)

Corporate Social Responsibilitf{CSR) merupakan suatu komitmen
berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak d&is memberikan kontribusi
kepada pengembangan ekonomi dari komunitas seteatpapun masyarakat
luas, bersaman dengan peningkatan taraf hidup jpebeserta keluarganya.
(Wibisono dalam Hendrik, 2008:5).

Dari sekian banyak definisi CSR, salah satu yangggambarkan CSR di
Indonesia adalah definisi (Rahmatullah, 2011:1)gyamenyatakan bahwa CSR
adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak haopéuk meningkatkan
keuntungan perusahaan secara finansial, melainkaruptuk membangun sosial-
ekonomi kawasan secara holistik, melembaga danelagnktan. Dari definisi
tersebut, dapat kita lihat bahwa salah satu aspek ylalam pelaksanaan CSR
adalah komitmen Dberkelanjutan dalam mensejahterakamunitas lokal
masyarakat sekitar.

Terkait dengan area tanggung jawab sosial perusal@ayanization
Economic Cooperation and Developmef@ECD) dalam (Wibisono dalam
Hendrik, 2008:8) menyepakati pedoman bagi perusalmaaltinasional dalam
melaksanakan CSR. Pedoman tersebut berisi kebijakam, meliputi:

1. Memberikan kontribusi untuk kemajuan ekonomspsial, dan

lingkungan berdasarkan pandangan untuk mencapaibgegunan

berkelanjutan,

2. Menghormati hak-hak asasi manusia yang dgreimg kegiatan yang

dijalankan perusahaan tersebut sejalan dengan ikewajlan komitmen

pemerintah di negara tempat perusahaan beroperasi,

3. Mendorong pembangunan kapasitas lokal mekdga sama yang

erat dengan komunitas lokal, termasuk kepentingasnid) selain
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mengembangkan kegiatan perusahaan di pasar dalanmuda negeri
sejalan dengan kebutuhan praktik perdagangan,

4. Mendorong pembentukarhuman capital, khususnya melalui
penciptaan kesempatan kerja dan memfasilitasi ipatat bagi para
karyawan,

5. Menahan diri untuk tidak mencari atau menarpembebasan di luar
yang dibenarkan secara hukum yang terkait dengaralsiingkungan,
kesehatan dan keselamatan Kkerja, perburuhan, pkapaj insentif
finansial, dan isu-isu lain,

6. Mendorong dan memegang teguh prinsip-prirGigpod Corporate
Governance (GCG) serta mengembangkan dan menerapkan praktik-
praktik tata kelola perusahaan yang baik,

7. Mengembangkan dan menerapkan praktik-praksiem manajemen
yang mengatur diri sendiri secara efektif guna mamuhkembangkan
relasi saling percaya diantara perusahaan dan naksya tempat
perusahaan beroperasi,

8. Mendorong kesadaran pekerja yang sejalan asenkebijakan
perusahaan melalui penyebarluasan informasi terkebigakan-kebijakan
itu pada pekerja termasuk melalui program-progratatihan,

9. Menahan diri untuk tidak melakukan tindakaabang pilih
(diskriminatif) danindispliner,

10. Mengembangkan mitra bisnis, termasuk para geknadan
subkontraktor, untuk menerapkan aturan perusahaag sejalan dengan
pedoman tersebut,

11. Bersikap abstain terhadap semua keterlibatary yak sepatutnya

dalam kegiatan-kegiatan politik lokal.

Manfaat dan Motif Corporate Social ResponsibilitfCSR)

Terdapat manfaat yang didapatkan dari pelaksanaaggtnggjawab
sosial perusahaan, baik bagi perusahaan sendirinesyarakat, pemerintah dan
pemangku kepentingan lainnya. (Wibisono dalam H&n@008:9). menguraikan

manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan C@Rtatanya:
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1. Bagi Perusahaan. Terdapat empat manfaatdipegpleh perusahaan
dengan mengimplementasikan CSRertama, keberadaan perusahaan
dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan pegkea citra yang
positif dari masyarakat luaKedua,perusahaan lebih mudah memperoleh
akses terhadap modahpital). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan
sumber daya manusiehyman resourcgsyang berkualitasKeempat,
perusahaan dapat meningkatkan pengambilan kepupasianhal-hal yang
kritis  (critical decision making dan mempermudah pengelolaan
manajemen risikorisk managemeit

2. Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik ak@mingkatkan nilai-
tambah adanya perusahaan di suatu daerah karemarakgerap tenaga
kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah bersePekerja lokal yang
diserap akan mendapatkan perlindungan akan hakrhaabagai pekerja.
Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat, Ipkaittek CSR akan
mengharagai keberadaan tradisi dan budaya lolsahiet,

3.  Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegjdploitasi berlebihan
atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkurtgamgan menekan
tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mergpruhI
lingkungannnya,

4. Bagi negara, praktik CSR yang baik akan regals apa yang disebut
“corporate misconduttatau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada
aparat negara atau aparat hukum yang memicu tiygdorupsi. Selain
itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yejar (yang tidak

digelapkan) oleh perusahaan.

Selain manfaat yang telah diuraikan sebelumnyaakticada satu
perusahaan pun yang menjalankan CSR tanpa menmidivasi. Karena
bagimanapun tujuan perusahaan melaksanakan CS&it ter&t dengan motivasi
yang dimiliki.

(Wibisono dalam Hendrik, 2008:12) menyatakan bahsudit untuk
menentukarbenefit perusahaan yang menerapkan CSR, karena tidak adp ya

dapat menjamin bahwa bila perusahaan yang telalgimplementasikan CSR
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dengan baik akan mendapat kepastmmefitnya. Oleh karena itu terdapat

beberapa motif dilaksanakanya CSR, diantaranya:
1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi daand image
perusahaan. Perbuatan destruktif akan menurunkanase perusahaan.
Begitupun sebaliknya, konstribusi positif akan nwrgkrak reputasi
perusahaan. Inilah yang menjadi modabn-financial utama bagi
perusahaan dan bagtakeholdesiya yang menjadi nilai tambah bagi
perusahaan untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan.
2. Layak mendapatkasocial licence to operateMasyarakat sekitar
perusahaan merupakan komunitas utama perusahadika Keereka
mendapatkanbenefit dari keberadaan perusahaan, maka pasti dengan
sendirinya mereka ikut merasa memiliki perusah&ebagai imbalan
yang diberikan ke perusahaan paling tidak adald¢luasaan perusahaan
untuk menjalankan roda bisnisnya di wilayah tersebadi program CSR
diharapkan menjadi bagian dari asuransi sosatiél insurancg yang
akan menghasilkan harmoni dan persepsi positifrdagyarakat terhadap
eksistensi perusahaan.
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan. Perusahaasti menyadari
bahwa kegagalan untuk memenuhi ekspeldadieholdersakan menjadi
bom waktu yang dapat memicu risiko yang tidak dip&an. Bila itu
terjadi, maka disamping menangguogportunity loss perusahaan juga
harus mengeluarkan biaya yang mungkin berlipatrbgaadibandingkan
biaya untuk mengimplementasikan CSR.
4. Melebarkan akses sumber dayaack record yang baik dalam
pengelolaan CSR merupakan keunggulan bersainggesgsahaan yang
dapat membantu untuk memuluskan jalan menuju surdbga yang
diperlukan perusahaan.
5. Membentangkan akses menuju market. Investasg yditanamkan
untuk program CSR ini dapat menjadi tiket bagi pahaan menuju
peluang pasar yang terbuka lebar. Termasuk didglarakan memupuk

loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru.
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6. Mereduksi biaya. Banyak contoh yang dapat mamdparkan
keuntungan perusahaan yang didapat dari penghentatga yang
merupakan buah dari implementasi dari penerapagrgmo tanggung
jawab sosialnya. Contohnya adalah upaya untuk maksetimbah melalui
prosegecycleatau daur ulang kedalam siklus produksi.

7. Memperbaiki hubungan dengstakeholdersimplementasi program
CSR tentunya akan menambah frekuensi komunikagjashetakeholders
Nuansa seperti itu dapat membentangkan karpet nbegihterbentuknya
trustkepada perusahaan.

8. Memperbaiki hubungan dengan regulator. Pea#sah yang
menerapkan program CSR pada dasarnya merupakana upatyik
meringankan beban pemerintah sebagai regulatormbSpbmerintahlah
yang menjadi penanggungjawab utama untuk mensegéhtre masyarakat
dan melestarikan lingkungan. Tanpa bantuan datspéaan, umumnya
terlalu berat bagi pemerintah untuk menanggungrbédraebut.

9. Meningkatkan semangat dan produktivitas kaayavwKesejahteraan
yang diberikan para pelaku CSR umumnya sudah jaglebini standar
normatif kewajiban yang dibebankan kepada perusat@ih karenanya
wajar bila karyawan menjadi terpacu untuk meningatinerjanya.

10. Peluang mendapatkan penghargaan. Bareya#trd ditawarkan bagi
penggiat CSR, sehingga kesempatan untuk mendapaaghargaan
mempunyai kesempatan yang cukup tinggi.

Salah satu motif perusahaan dalam melaksanakand@$Rmenjadi bagian

penting adalah menjalin hubungan yang baik denggulator. Perusahaan berdiri

berdasarkan izin yang diberikan pemerintah, daardigkan mampu berkontribusi

dalam pembangunan melalui pembayaran kewajibanpaepajak dan lainnya,

juga secara sadar turut membangun kepedulian tgphacheningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Hal terpenting dari cara pandang perusahaan sehimgipksanakan CSR

adalah upaya untuk memenuhi kewajibaocongpliancg. Kewajiban bisa
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bersumber dari aturan pelaksanaan tanggungjawadl pesusahaan, baik yang
ditetapkan melalui Undang-undang, peraturan peiarinperaturan menteri,
hingga peraturan daerah, ataupun peraturan yawngtdierdasarkan kesepakatan
antar perusahaan maupun lembaga yang melakuakrdagtasi produk.
Kepatuhan terhadap hukum menjadi penting, karengemBi dibuatnya aturan
bertujuan agar perusahaan tidak hanya fokus padatlkggan bisnis semata,

melainkan mampu memberikan kontribusi positif fagnbangunan.

Implementasi CSR diperusahaan pada umumnya dipgmgaeberapa
faktor (Nurdizal et al. 2011)Pertama, terkait dengan komitmen pemimpinnya.
Kedua, menyangkut ukuran dan kematangan perusakamiga, regulasi dan
sistem perpajakan yang diatur pemerintah. Semakindusif regulasi atau
semakin besar insentif pajak yang diberikan, alemhl berpotensi memberi
semangat kepada perusahaan untuk berkontribusi&epasyarakat.

Peraturan Hukum Terkait Corporate Social Responsibiity (CSR)

Terdapat 4 (empat) peraturan yang mewajibkan peaasatertentu untuk
menjalankan program tanggungjawab sosial perusadtaanCSR dan satu acuan
(Guidancé I1ISO 26000 sebagai referensi dalam menjalankan, G8Bagaimana
diuraikan (Rahmatullah, 2011:17)

1. Keputusan Menteri BUMN Tentang Program KemitraannaBi

Lingkungan (PKBL).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN, Per-8%A007
Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program KemitBlaN dengan
Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kmwauit, adalah
program untuk meningkatkan kemampuan usaha keeil agenjadi
tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dagiab laba
BUMN.

Sedangkan pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahegrd®n Bina
Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program Blalad program
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pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMNIalome
pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Adapun ruang lingkup bantuan Program BL BUMN, beetkan
Permeneg BUMN, Per-05/MBU/2007 Pasal 11 ayat (2yfreiadalah:
1) Bantuan korban bencana alam;

2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;

3) Bantuan peningkatan kesehatan;

4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau ssnana;
5) Bantuan sarana ibadah;

6) Bantuan pelestarian alam.

2. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahuf 200

Selain BUMN, saat ini Perseroan Terbatas (PT) yaeggelola
atau operasionalnya terkait dengan Sumber Daya ABDA) diwajibkan
melaksanakan program CSR, karena telah diatur daladang-Undang
Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.
Dalam pasal 74 dijelaskan bahwa:
1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahany@ddng dan/atau
berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksand&nggung Jawab
Sosial dan Lingkungan,
2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagairdamaksud ayat
(1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggat&ardiperhitungkan
sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya diakukengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran,
3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajibaaga@iana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan keteperaturan perundang-
undangan,
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jaw&dsial dan

Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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3. Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007

Peraturan lain yang mewajibkan CSR adalah Undargpim
Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal, paikanaman
modal dalam negeri, maupun penenaman modal asailgmDPasal 15 (b)
dinyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajibalaksanakan
tanggung jawab sosial perusahaan.

Sanksi-sanksi terhadap badan usaha atau perseorayaggy
melanggar peraturan, diatur dalam Pasal 34, yakwupa sanksi
administratif dan sanksi lainnya, diantaranya: Rajingatan tertulis; (b)
pembatasan kegiatan usaha; (c) pembekuan kegiataha udan/atau
fasilitas penanaman modal; atau (d) pencabutarataygiusaha dan/atau

fasilitas penanaman modal.

4. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahwsi20

Khusus bagi perusahaan yang operasionalnya meagslohber
Daya Alam (SDA) dalam hal ini minyak dan gas bunerikat oleh
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak @as Bumi,
disebutkan pada Pasal 13 ayat 3 (p),: Kontrak K8gma sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedtkientuan-ketentuan
pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitadayajaminan hak-
hak masyarakat adat.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, perusahaan yang
operasionalnya terkait Minyak dan Gas Bumi baikgetola eksplorasi
maupun distribusi, wajib melaksanakan kegiatan eeM;ngan
masyarakat dan menjamin hak-hak masyarakat adgthenada di sekitar

perusahaan.

5. Guidance ISO 26000

Berbeda dari bentuk ISO yang lain, seperti ISO 9@IDO dan
14001: 2004. I1ISO 26000 hanya sekedar standar dadupa, tidak
menggunakan mekanisme sertifikasi. TerminoSgoulddidalam batang

tubuh standar beraghall dan tidak menggunakan kataistmaupurhave
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to. Sehingga Fungsi ISO 26000 hanya sebgg@iance Selain itu dengan
menggunakan istilahGuidance Standard on Social Responsibility,
menunjukkan bahwa I1SO 26000 tidak hanya diperurankkbagi
Corporate (perusahaan) melainkan juga untuk semua sektoikpdan
privat.

Tanggung jawab sosial dapat dilakukan oleh instipesnerintah,
Non governmental OrganisatigiNGO) dan tentunya sektor bisnis, hal itu
dikarenakan setiap organisasi dapat memberikaraakidgi lingkungan
sosial maupun alangehingga adanya ISO 26000 ini membantu organisasi
dalam pelaksanaarSocial Responsibility dengan cara memberikan
pedoman praktis, serta memperluas pemahaman pigshladapSocial

Responsibility.

Tahapan Pelaksanaan Corporate Social ResponsibilifCSR)

Mengacu pada tahapan pelaksanaan tanggungjawahl g@susahaan
dalam pengembangan masyarakat, menurut Mukti (20@B)apat 6 (enam)
tahapan, yaituassessment, plan of treatment, treatment actiomitorang and
evaluation, terminationdan after care. Dari keenam tahapan tersebut,
Rahmatullah (2011:22) hanya mendeskripiskan tigapgan awal. Ketiga tahapan
tersebut sebagai berikut:

1. Asssessment.

Proses mengidentifikasi masalah (kebutuhan yaragakan atatelt
need$ ataupun kebutuhan yang diekspresikakspressed needdan juga
sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran.Dalamosgs ini
masyarakat dilibatkan agar mereka dapat merasakanabpermasalahan
yang sedang dibicarakan benar-benar keluar dardgmeyan mereka
sendiri.

2. Plant of Treatment.

Merupakan rencana tindakan yang dirumuskan sehausn
berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuden
penanganan-penanganan masalah yang dirasakan akatyaWacana
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mengenai  program  program berbasis masyarakat mamglor
berkembangnya metodologi perencanaan dari bawah.
3. Treatment action.

Tahap pelaksanaan merupakan tahap paling krusidamda
pelaksanaan CSR. Sesuatu yang sudah direncanakgandbaik dapat
menyimpang dalam pelaksanaannya dilapangan jikak titerdapat

kerjasama antara masyarakat, fasilitator dan aveega.

Corporate Social Responsibility Disclosure

Secara konseptual, pengungkaarsclosure)merupakan bagian integral
dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapeaupakan langkah akhir
dalam proses akuntansi yaitu penyajian informadamdabentuk seperangkat
penuh statementkeuangan. Laporan keuangan perusahaan ditujukadakep
pemegang saham, investor, dan kreditor. Lebih nglasFSAB (1980 dalam
SFAC No.1) menyatakan :

“Pelaporan keuangan harus memberikan informasi yJaerguna bagi
investor potensial dan kreditor dan pengguna lanmglam rangka pengambilan
keputusan investasi rasional, kredit, dan keputjesas lainnya.”

(Evans dalam Arif, 2008:11) mengidentifikasi tigagkat pengungkapan
yaitu :

1. memadai&dequate disclosujge

2. wajar atau etisfdir orethical disclosurg

3. penuh {ull disclosurs.

Tingkat ini mempunyai implikasi terhadap apa yamguls diungkapkan.
Tingkat memadai adalah tingkat minimum yang hanperdihi agarstatement
keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan kepgntingan pengambilan
keputusan yang terarafiingkat wajar adalah tingkat yang harus dicapair aga
semua pihak mendapat perlakuan atau pelayananmasional yang sama.
Artinya, tidak ada satu pihakpun yang kurang meatapformasi, sehingga
mereka menjadi pihak yang kurang diuntungkan pogsi

Dengan kata lain, tidak ada preferensi dalam pegigapan informasi.

Tingkat penuh menuntut penyajian secara penuh sémforanasi yang berpaut



43

dengan pengambilan keputusan. Pengungkapan jugag s&imaknai sebagai
penyediaan informasi lebih dari apa yang dapatntpsékan dalam bentuk
statemen keuangan formal. Hal ini sejalan denggasgn FASB dalam rerangka

konseptualnya.

2.3.HUBUNGAN ANTAR VARIABEL
1. Proporsi Dewan Komisaris dan Corporate Social Responsibility
Disclosure

(Anggraini, 2006:93) menyatakan bahwa tuntutanat@ap perusahaan
untuk memberikan informasi yang transparan, organigang akuntabel serta tata
kelola perusahaan yang bdtdgood corporate governance)emaksa perusahaan
untuk memberikan informasi mengenai aktivitas dogea Mekanismesorporate
governanceseperti komposisi dewan komisaris independen adadakanisme
yang dapat memberikan arahan dan kontrol terhadepsahan dalam
pelaksanaan dan pengungkapan CSR.

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem perageiolinternal
perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitaggeasan. Komposisi dewan
komisaris akan menentukan kebijakan perusahaan aseim praktek dan
pengungkapan CSR. (Coller dan Gregory dalam Semghi2006:22) menyatakan
bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisagika akan semakin
mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yadladkwkan akan semakin
efektif.

Keberadaan dewan komisaris independen akan senralnambah
efektifitas pengawasan. Oleh karena itu, di Ind@nésrdapat ketentuan yang
mengatur tentang keberadaan dewan komisaris indeperkKeberadaan dewan
komisaris independen di Indonesia diatur denganermtaan Bapepam dan
Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A tanggaluldtahun 2004. Berdasarkan
aturan tersebut, jumlah dewan komisaris independemmal adalah 30%.
Ketentuan ini memberikan pengaruh terhadap pengianddan pengawasan
terhadap manajemen dalam operasi perusahaannyaytardigya adalah
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
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Aplikasi pengendalian dan pengawasan terhadap eraeaj oleh
komisaris independen adalah ketika manajemen ticetakukan aktivitas-
aktivitas yang sesuai dengan capaian yang telamtdkan dan aktivitas lainnya
yang dapat memberikan dampak positif terhadap letlsungan perusahaan di
masa yang akan datang. Aktivitas yang dimaksudahdaelaksanaan dan
pengungkapan aktivitas CSR. Dengan demikian, tujp@nusahaan untuk
mendapatkan legitimasi dastakeholdersdengan mengungkapkan tanggung
jawab sosial akan dapat diperoleh karena keberat@aaan komisaris independen
akan memberikan pengendalian dan pengawasan.

Sehingga hipotesis penelitian berikutnya yang dikeskan adalah
sebagai berikut; H1 : komposisi dewan komisarigpahden berpengaruh positif

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perarsah

2. Profitabilitas dan Corporate Social ResponsibilityDisclosure.

Profitabilitas memberikan keyakinan kepada perusahentuk melakukan
pengungkapan sukarela tersebut. Tingkat profitalilyang semakin tinggi akan
semakin memotivasi perusahaan untuk mengungkapksdh udtuk mendapatkan
legitimasi dan nilai positif darstakeholdersSehingga, (Heinze dalam Nurkhin,
2010:75) mengungkapkan bahwa profitabilitas merapalaktor yang membuat
manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk  menguokagn
pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham.

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tiredg@an memberikan
keluwesan kepada manajemen untuk melaksanakan dagumgkapkan CSR.
Perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendalm alemgat mempertimbangkan
pelaksanaan dan pengungkapan CSR, karena khawedim aengganggu
operasional perusahaafHossain dalam Nurkhin, 2010:75) menyatakan bahwa
hubungan profitabilitas dan pengungkapan CSR mé&rpasu kontroversial
untuk dipecahkan. Argumentasinya adalah bahwa tka@apat biaya tambahan
dalam rangka pengungkapan CSR. Dengan demikiafitgiibtas akan menjadi
turun. (Bowman & Haire dalam Nurkhin, 2010:75) matakan semakin tinggi
tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin rogsagungkapan informasi
sosial. (Belkaoui dalam Anggarini, 2006:97) hubungan padfilitas dengan
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pengungkapan CSR paling baik diekspresikan dengandgmgan bahwa
tanggapan sosial yang diminta dari manajemen sangath kemampuan yang
diminta untuk membuat suatu perusahaan memperaah |

Sehingga hipotesis penelitian ini adalah sebagakulie H2 : Tingkat
profitabilitas perusahaan berpengaruh positif tgapapengungkapan tanggung

jawab sosial perusahaan.

GAMBAR 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Proporsi Komisaris Independens| (+)
Corporate Social

/ Responsibility Disclosure (Y)
Profitabilitas (% (+)




